
PEMERINTAHKABUPATENLOMBOKTIMUR

KECAMATANSURALAGA

DESAANJANI

PERATURANDESAANJANI

NOMOR...TAHUN2019

TENTANG

PELINDUNGANDANPEMBINAANPEKERJAMIGRANINDONESIA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

KEPALADESAANJANI,

Menimbang : a.bahwasetiaporangmempunyaihakdankesempatanyangsama

untukbekerjasebagaisalahsatuupayameningkatkankesejahteraan

hidupnya;

b.bahwaPekerjaMigranIndonesiaseringmengalamipermasalahan-

permasalahan dalam perekrutan illegal,pemalsuan dokumen,

pelanggarankontrakkerja,penipuan,penganiayaan,perdagangan

manusia,kekerasanseksualyangtidaksesuaidenganperaturan

perundang-undanganyangberlaku;

c.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudhurufa

danhurufbperlumembentukPeraturanDesatentangPelindungan

danPembinaanPekerjaMigranIndonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengesahan

InternationalConventioanontheProtectionontheRightsofAll

Migrant Workers and Members of Theirs Families (Konvensi

InternasionalmengenaiPerlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja

Migran dan Anggota Keluarganya (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun 2012 Nomor115,Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesiaNomor5314);

2. Undang–Undang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan

LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5495);

3. Undang-UndangNomor18Tahun2017tentangPelindunganPekerja

MigranIndonesia(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2017

Nomor424,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor

6141);

4. PeraturanPemerintahNomor3Tahun2013tentangPelindungan

TenagaKerjaIndonesiadiLuarNegeri(LembaranNegaraRepublik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 3,Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesiaNomor5388);

DenganKesepakatanBersama

BADANPERMUSYAWARATANDESAANJANI



dan

KEPALADESAANJANI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBINAAN

PEKERJAMIGRANINDONESIA

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

DalamPeraturanDesainiyangdimaksuddengan:

1. DesaadalahDesaAnjaniKecamatanSuralagaKabupatenLombokTimur;

2. PemerintahanDesaadalahpenyelengaraanurusanpemerintahanolehPemerintahDesa

dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakatsetempatberdasarkanasalusuldanadatistiadatsetempatyangdiakuidan

dihormatidalamsistemPemerintahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia;

3. PemerintahDesaadalahKepalaDesadanPerangkatDesasebagaiunsurpenyelenggara

PemerintahanDesa;

4. BadanPermusyawaratanDesayangselanjutnyadisebutBPD adalahlembagayang

merupakanperwujudandemokrasidalam penyelenggaraanPemerintahanDesasebagai

unsurpenyelenggaraPemerintahanDesa;

5. DinasKabupatenadalahDinasTenagaKerjadanTransimigrasiKabupatenLombokTimur

yangselanjutnyadisebutDisnakertransLotim;

6. DinasProvinsiadalahDinasTenagaKerjadanTransimigrasiProvinsiNusaTenggara

BaratyangselanjutnyadisebutDisnakertransNTB;

7. PekerjaMigranIndonesiayangselanjutnyadisebutPMIadalahsetiapwargaNegara

Indonesiayangakan,sedang,atautelahmelakukanpekerjaandenganmenerimaupahdi

luarwilayahRepublikIndonesia;

8. CalonPekerjaMigranIndonesiayangselanjutnyadisebutcalonPMIadalahsetiaptenaga
kerjaIndonesiayangmemenuhisyaratsebagaipencarikerjayangakanbekerjadiluar
negeridanterdaftardiinstansipemerintahkabupaten/kotayangbertanggungjawabdi
bidangketenagakerjaan.

9. KeluargaPMIadalahsuami,istri,anak,atauorangtuatermasukhubungankarena

putusandan/ataupenetapanpengadilan,baikyangberadadiIndonesiamaupunyang

tinggalbersamaPMIdiluarnegeri;

10. PelindunganPMIadalahsegalaupayauntukmelindungikepentinganPMIdan/atauPMI

dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam

keseluruhankegiatansebelumbekerja,selamabekerja,dansetelahbekerjadalamaspek

hukum,ekonomi,dansosial;

11. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan

pelindungansejakpendaftaransampaipemberangkatan;

12. Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan

pelindunganselamaPMIberadadiluarnegeridananggotakeluargayangditinggal;

13. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan

pelindungansejakPMItibadidebarkasidiIndonesiahinggakembalikedaerahasal,

termasukpelayananlanjutanmenjadipekerjaproduktif;

14. Pembinaan adalah suatu prosesmeningkatkan kreativitastenaga kerja dalam hal

pengetahuan,keterampilan,danproduktivitas;

15. PerusahaanPenempatanPekerjaMigranIndonesiayangselanjutnyadisebutPPPMI

adalahbadanusahaberbadanhukum perseroanterbatasyangtelahmemperolehizin

tertulisdariMenteriuntukmenyelenggarakanpelayanan

penempatanPMI;



16. PerjanjianPenempatanPMIyangselanjutnyadisebutPerjanjianPenempatanadalah

perjanjiantertulisantarapelaksanapenempatanPekerjaMigranIndonesiadanCalon

PMIyangmemuathakdankewajibansetiappihak,dalam rangkapenempatanPMIdi

negaratujuanpenempatansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan;

17. SuratIzinPerusahaanPenempatanPekerjaMigranIndonesiayangselanjutnyadisebut

SIP3MIadalahizintertulisyangdiberikanolehMenterikepadabadanusahaberbadan

hukumIndonesiayangakanmenjadiPPPMI;

18. SuratlzinPerekrutanPekerjaMigranIndonesiayangselanjutnyadisebutSIP2MIadalah

lzin yang diberikan oleh kepala Badan kepada PPPMIyang digunakan untuk

menempatkanCalonPMI;

19. Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia yang

selanjutnyadisebutBP3TKIadalahpemerintahdilingkupdepartementenagakerja

pusatyangberadadiNusaTenggaraBarat;

20. KantorCabangPPPMIyangselanjutnyadisebutKantorCabangadalahPerwakilanPPPMI

yangadadiProvinsiNTByangterdaftardiDisnakertransNTByangbertindakatasnama

danuntukPPPMIyangbersangkutan;

21. PekerjaLapanganyangselanjutnyadisebutPLadalahorangyangbertugasmerekrut

ataumencaricalonPMIyangmemilikiizinoperasionaldariPPPMIyangbersangkutan;

22. PerjanjianKerjaadalahperjanjiantertulisantaraPMIdenganPenggunayangmemuat

syarat-syaratkerja,hakdankewajibanmasing-masingpihak;

23. Jabatandanjenispekerjaanadalahlowongankerjadenganposisidanjumlahtertentu

yangdisediakanolehperusahaanatauagenpenyalurtenagakerjayangberadadiluar

negeri;

24. LembagaKemasyarakatan Desayang selanjutnyadisingkatLKD merupakan wadah

partisipasimasyarakatdesasebagaimitraPemerintahDesa;

25. LembagaSosialDesayangselanjutnyadisingkatLSDmerupakanwadahbagikomunitas

PMIutamanyadalam halpenangananpermasalahanyangdihadapipekerjamigran

sebagaimitraPemerintahDesa.

BABII

AZAS,TUJUANDANRUANGLINGKUP

Pasal2

PelindungandanpembinaanPMIberdasarkanazas:

a.persamaanhak;

b.keterbukaan;

c.demokrasi;

d.keadilansosial;

e.kesetaraangender;

f. antidiskriminasi

g.antiperdaganganmanusia.

Pasal3

(1)YangdimaksuddenganasaspersamaanhakadalahbahwaCalonPPMIdan/atauPMI

mempunyaihak,kesempatan,danperlakuanyangsamauntuk

memperolehpekerjaandanpenghidupanyanglayak;

(2)YangdimaksuddenganasasketerbukaanadalahbahwapelindunganPMIdilakukan

secaraterbuka,jelas,danjujur;

(3)YangdimaksuddenganasasdemokrasiadalahPMIdiberikanperlakuandanhakyang

samadalammengemukakanpendapat,berserikat,danberkumpul;

(4)Yangdimaksuddenganasaskeadilansosialadalahdalam pelindunganPMIdilakukan

denganmenekankanpadaaspekpemerataan,tidakdiskriminatif,dankeseimbangan

antarahakdankewajiban;

(5)Yangdimaksuddenganasaskesetaraandankeadilangenderadalahsuatukeadaanpada



saatperempuandanlaki-lakimenikmatistatusyangsetaradanmemilikikondisiyang

samauntukmewujudkansecarapenuhhakasasidanpotensinyauntukbekerjakeluar

negeri;

(6)YangdimaksuddenganasasantidiskriminasiadalahbahwapelindunganPMIdilakukan

tanpaadanyapembedaan perlakuan atasdasaragama,suku,ras,etnis,kelompok,

golongan,statussosial,statusekonomi,jeniskelamin,bahasa,dankeyakinanpolitik;

(7)Yangdimaksuddenganasasanti-perdaganganmanusiaadalahperekrutan,pengiriman,

pemindahan,atau penerimaan calon PMIatau PMItanpa ancaman,penggunaan

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan

kekuasaansehinggamemperolehpersetujuandariorangyangmemegangkendaliyang

mengakibatkancalonPMIatauPMItereksploitasi;

Pasal4

PelindungandanpembinaanPMIbertujuanuntuk:

a.mencegahterjadinyapenipuan;

b.mencegahterjadinyaperdaganganmanusia;

c.memastikanhak-hakyangditentukanolehperaturanperundanganyangberlaku;

d.menjaminkeluargayangditinggalkan;dan

e.mewujudkanpemerataankesempatankerjadankesejahteraan;

Pasal5

Ruanglingkupperaturandesainimeliputi:

a.PelindunganterhadapPMIdankeluarganyamulaidariSebelum Bekerja,SelamaBekerja,

danSetelahBekerja;

b.PembinaanterhadapPMIdankeluarganya.

BABIII

PELINDUNGAN

BagianKesatu

Umum

Pasal6

PelindunganPMImeliputi:

a.PelindunganSebelumBekerja

b.PelindunganSelamaBekerja

c.PelindunganSetelahBekerja

d.PelindunganKeluargaPMI

BagianKedua

PelindunganSebelumBekerja

Pasal7

Pelindungan calon PMIdan keluarganya sejak pengurusan dokumen sampaidengan

pemberangkatankenegaratujuan;

Pasal8

(1)Calon PMIberperan aktifmendapatkan layanan informasidariPemerintah Desa

menyangkut:

a.daftarresmiPPPMIpusatdanKantorCabangyangsudahterdaftardiDisnakertrans

NTB

b.daftarresminegara-negaratujuanPMI;

c.daftarresmisebagaimanadimaksudpadahurufadanhurufbadalahdaftarterbaru

untuksetiap3(tiga)bulan;

(2)CalonPMIdanPPPMIharusmengikutiproseduryangditetapaknolehPemerintahDesa

untukmendapatkanpelayanan;



(3)PMIdankeluarganyaaktifmelaporkandirikepadaPemerintahDesa;

Pasal9

(1)SetiapPLdariPPPMIyangmelakukanperekrutancalonPMIharusmenyertakandokumen

-dokumenberupa:

a.SurattugasaslidariPPPMItempatbekerjadanatasnamaPLyangbersangkutan;

b.SalinanSIP2MIdariPPPMI;

c.KartuTandaPendudukPL;

d.NomorkontakPL;

e.FotokopiSIP3MIdanSIUPPdariPPPMI;

f. RekomendasirekrutmenberstempelbasahdariKantorDisnakertransNTB;dan

g.JabatandanjenispekerjaanyangdisahkanolehBP3TKINTB.

(2)PLyangtidakmenunjukkandokumensebagaimanadimaksudayat(1)tidakdiberikan

pelayananpengurusandokumencalonPMI;

Pasal10

(1)SetiapcalonPMIyangakanmengurusdokumendikantordesaharusdidampingiolehPL;

(2)CalonPMIyangtidakmemenuhiketentuansebagaimanadimaksudayat(1)dapatditunda

pelayananpengurusandokumen;

Pasal11

(1)Perjanjian Penempatan KerjaantaraPPPMIdan Calon PMIditandatanganididepan

PemerintahDesa;

(2)SalinanPerjanjianPenempataanKerjasebagaimanadimaksudayat(1)diberikankepada

PemerintahDesa.

Pasal12

(1)CalonPMIyangmenjadikorbankekerasanfisik,psikologis,kekerasanseksual,meninggal

dunia dan penipuan selama proses pengurusan dokumen atau selama berada di

penampungandapatdifasilitasibantuanhukumolehPemerintahDesa;

(2)Fasilitasisebagaimana dimaksud ayat (1)Pemerintah Desa bersama LSD dapat

berkoordinasidengan instansiterkaitatau dengan lembaga lain yang pedulipada

perlindungandanpembinaanPMI;

BagianKedua

PelindunganSelamaBekerja

Pasal13

(1)PelindunganPMISelamaBekerjadimulaisejakpemberangkatanhinggamasakerjadan

keluarganya;

(2)PMIyangbekerjadiLuarNegeriberperanaktifmendaftarkandiripadaPemerintahDesa.

Pasal14

(1)PMIwajibmemberikaninformasikepadaPemerintahDesasetelahditempatkerjapaling

lambat1(satu)bulansejakkeberangkatannyadanselanjutnyasecaraberkalapaling

lambatsetiap6(enam)bulansekali;

(2)PMIyangmemperpanjangmasakerjawajibmemberitahukankepadaPemerintahDesa

paling lambat 1 (satu)bulan setelah resmimemperpanjang masa kerjanya dan

selanjutnyasecaraberkalapalinglambatsetiap6(enam)bulansekali;

(3)Apabila PMIhanya memberikabarkepada keluarganya maka oleh keluarga yang

bersangkutanwajibmenginformasikankepadaPemerintahDesa;

(4)SetiapPMIataukeluargaPMIyangmelanggarketentuansebagaimanadimaksudayat(1),

ayat(2),danayat(3)diberikansanksiberupaPemerintahDesadapattidakmelaksanakan

ketentuansebagaimanadimaksudPasal10ayat(2)danPasal12ayat(1).



Pasal15

(1)PMIkorban kekerasan fisik,psikologis,kekerasan seksual,kecelakaan kerja,dan

meninggaldunia,sertapenipuanakandifasilitasibantuanhukumolehPemerintahDesa;

(2)Fasilitasisebagaimana dimaksud ayat (1)Pemerintah Desa bersama LSD dapat

berkoordinasidengan instansiterkaitatau dengan lembaga lain yang pedulipada

perlindangandanpembinaanPMI;

BagianKetiga

PerlindunganKeluargaPMI

Pasal16

KeluargaPMIyangditinggalaktifmemberikaninformasikepadaPemerintahDesa.

Pasal17

(1)AnakPMIyangterlantar,pengasuhannyadifasilitasiolehPemerintahDesa;

(2)Fasilitasisebagaimana dimaksud ayat(1)dapatdilakukan dengan menempatkan di

pondokpesantrentertentuataulembagasosiallainnya;

(3)PMIyang menelantarkan anak sebagaimana dimaksud ayat (1)diberikan sanksi

sebagaimanadimaksudPasal10ayat(2),Pasal12ayat(1),danPasal15ayat(1)dandapat

dilaporkankepadainstansiterkaitdan/ataupihakberwajib.

Pasal18

AnakPMIyangterlantarsebagaimanadimaksudPasal16ayat(1)meliputi:

a.UsiaSekolahDasar

b.Anakyangtidakjelastempattinggalnya

Pasal19

(1)AnakPMIyanglahirdiluarnikahresmiberdasarkanperaturanperundang-undanganbaik

dinegaraasalmaupundinegarapenempatankerjadiberikanhak,perlakuanyangsama

danpendampinganpengurusanadministratiftanpadiskriminasi;

(2)Pendampingansebagaimanadimaksudayat(1)olehPemerintahDesadan/ataulembaga

lainyangpedulipadaperlindungandanpembinaanPMI

Pasal20

SuamiPMIyangakanmelakukanpernikahantanpapersetujuanisteriyangdikonfirmasioleh

PemerintahanDesatidakakandiberikanpelayananadministratifpernikahanolehpemerintah

desa;

BagianKeempat

PelindunganSetelahBekerja

Pasal21

(1)Pelindungan PMIdan keluarganyadimulaisejakberangkatdarinegarapenempatan

sampaitibadikampunghalaman;

(2)PemerintahDesamencatatPMIyangtelahpulangdarinegarapenempatan.

Pasal22

(1)PMIyangbarupulangdarinegaratempatbekerjawajibmelakukanteskesehatanpada

puskesmas;

(2)Hasiltes kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1)wajib diberitahukan kepada

PemerintahDesa;

(3)PMIyang tidak melaksanakan ketentuan ayat (1)dan ayat (2)diberikan sanksi

sebagaimanadimaksudPasal10ayat(2),Pasal12ayat(1),danPasal15ayat(1);



Pasal23

(1)PMIyangmenjadikorbankekerasanfisik,psikologisdankekerasanseksual,kecelakaan

kerja,meninggalduniadanpenipuanakandifasilitasibantuanhukum danbimbingan

psikologisolehpemerintahdesa;

(2)Fasilitasisebagaimana dimaksud ayat (1) pemerintah desa bersama LSD dapat

berkoordinasidenganinstansiterkaitataulembagalainyangpedulipadapelindungan

danpembinaanPMI;

Pasal24

(1)PMIyangmemilikiketerampilandapatdifasilitasiprogram-program ataupemberian

modalusahaproduktifolehpemerintahdesa;

(2)Ketentuan lebih lanjuttentangfasilitasisebagaimanadimaksudayat(1)ditetapkan

dalamPeraturanKepalaDesadanatauperaturanlainnya.

BABIV

PEMBINAAN

BagianKesatu

Umum

Pasal25

Pembinaanmeliputi:

a. MenetapkanAnggaran,

b. PembentukanLKD

BagianKedua

Pasal26

(1)PemerintahDesadapatmenganggarkanbiayapembinaankepadaPMIdankeluargaPMI

dalamAnggaranPendapatandanBelanjaDesa;

(2)Pembinaansebagaimanadimaksudayat(1)diberikankepadaPMIdankeluarganyayang

terdaftardiPemerintahDesadapatberupapelatihandankursus;

(3)Ketentuanlebihlanjuttentangtatacarapembinaansebagaimanadimaksudayat(1)dan

ayat(2)ditetapkandenganPeraturanKepalaDesadanatauperaturanlainnya.

Pasal27

(1)PemerintahDesadapatmembentukLKDyangtugaspokokdanfungsinyadalam bidang

perlindungandanpembinaanPMI;

(2)PembentukanLKD sebagaimanadimaksudayat(1)dapatmendayagunakanLSD yang

sudahadadidesa;

(3)KetentuanlebihlanjuttentangPembentukanLKDsebagaimanadimaksudAyat(1)diatur

denganPeraturanDesa

(4)Pengurus LKD dan LSD sebagaimana dimaksud ayat(1)dan ayat(2)ditetapkan

berdasarkanSuratKeputusanKepalaDesa.

BABV

KETENTUANPERALIHAN

Pasal28

PPPMIyangtelahdansedangmelakukanperekrutanPMI/calonPMIsebelum berlakunya

PeraturanDesainimakawajibmenyelesaikanpersyaratan-persyaratanyangdiaturdalam



PeraturanDesainipalinglambat3(tiga)bulansejakdiundangkannyaPeraturanDesaini.

BABVI

KETENTUANPENUTUP

Pasal29

PeraturanDesainimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturanDesainidengan

penempatannyadalamLembaranDesa.

DitetapkandiAnjani

padatanggal............

KEPALADESAANJANI,

H.M.ZULKARNAEN

DiundangkandiAnjani

padatanggal..........

SEKRETARISDESAANJANI

ABDULHAKIM

LEMBARANDESAANJANITAHUN2019NOMOR….


